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KEPUTUSAN BUPATI SIKKA

NOMOR 302 / HK / 2010

TENTANG _
[ZIN OPERASIONAL SEKOI.AH DASAR NEGER]

BUPATI SIKKA,

bahwa berdasarkan Keputusan Menter; Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah, maka dalam rangka tertib penyelenggaraan pendidikan dan
kepastian hukum pendirian sekolah wajib memiliki izin operasional oleh Pejabat yang

berwenang;

. bahwa Sekolah Dasar Negeri sebagaimana tersebut dalam lampiran telah memenuh;i

Syarat sesuai mekanisme pendirian sekolah baru;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

menetapkan Keputusan Bupali tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri;

- Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat

Il dalam Wilayah Daerah — daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ):

. Undang - Undang Nomor 20 ‘I'ahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );

- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang —

undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor 53, Tambahan .
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 )

- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas/



Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844) ;

6. Undang - Undang Nomor f4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahén Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586 );

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4],
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 );

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 )

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4863 );

1. Peraturan Pemerintah Republik’ ‘Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Gury
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 494 )

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tam bahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 5] 00);

13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan
Produk Hukum Daerah;

14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman
Pendirian Sekolah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan
yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka ( Lembaran
Dacrah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sikka Nomor 36 ) : )

16. Peraturan Dacrah Kabupaten Sikkq Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas - dinas Dacrah ( Lembaran Dacrah Kahu.palcn Sikka Tahun 2008 Nomor 4
Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Sikka Nomor 40 );{



17. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 14 Tahun 2008 tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2009 — 2013

(Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 4 seri I' Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sikka Nomor 48 ):

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU . Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri bagi pendirian Sekolah —
sekolah Negeri baru scbagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditct;lpkan./

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 3| Desember 2010
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